
BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :  a .  bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang
mempunyai kedudukan, potensi, clan peran yang strategis
dalam meningkatkan perekonomian daerah ,  menopang
ketahanan e k o n o m i  masya raka t ,  d a n  m e n i n g k a t k a n
kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;

b. bahwa u n t u k  m e w u j u d k a n  p e m b a n g u n a n  d a n i
desa/ kelurahan u n t u k  pemera taan  e k o n o m i  s e b a g a i
perwujudan asta c i ta  keenarn, per lu  membentuk Koperasi
Desa/Kelurahan M e r a h  P u t i h  m e l a l u i  p e n d i r i a n ,
pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasnl 2  ayat  (1) Peraturan
Pemerintah Nomor  7  Ta h u n  2021  ten tang  Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah un tuk
memberikan kemudahan, pelindungan d a n  pemberdayaan
bagi koperasi;

d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025
tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan
Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong
koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan balk;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam h u r u f  a ,  h u r u f  b ,  h u r u f  c ,  d a n  h u r u f  d  pe r l u
menetapkan Pera tu ran  B u p a t i  t e n t a n g  Penyelenggaran
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;



Mengingat :  1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a b u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 4  N o m o r  2 2 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Ta h u n  2023  Nomor  4 1 ,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Donggala d i  Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta h u n  2 0 2 4  Nomor  310 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Pemerintah N o m o r  7  Ta h u n  2 0 2 1  t e n t a n g
Kemudahan, Pelindungan clan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha M i k r o ,  K e c i l  d a n  Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta h u n  2 0 2 1  N o m o r  1 7 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI  TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa  atau sebutan lainnya adalah desa dan desn adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang urrtuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepent ingan masyarakat  se tempat  berdasarkan p raka rsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesntuan Republik Indonesia.

2. Kelurahan a d a l a h  w i l a y a h  k e r j a  l u r a h  s e b a g a i  p e r a n g k a t  D a e r a h
Kabupaten/ Kota dalara wilayah kerja Kecamatan.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama la in
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa_



4. Badan  Peimusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama la in  adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dan i penduduk Desa berdasarkan keterwalcilan wilayah clan ditetapkan
secara demokratis.

5. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah
Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili d i  desa atau kelurahan
yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

6. Pendir i  adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan
keanggotaan dan menyatakan din menjad i  anggota serta hadir  dalam rapat
pendirian Koperasi.

7. Notar is  adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan
notaris, yang diberi kewenangan antsra la in un tuk  membuat Akta Pendirian
Koperasi, alcta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lairmya yang terkait
dengan kegiatan Koperasi.

8. Pengums adalah anggota Koperasi yang diangkat d a n  d ip i l ih  dalam rapat
anggota untuk mengums organisasi dan usaha Koperasi_

9. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan  d ip i l ih  dalam rapat
anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.

10. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh
Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.

11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilalcukan Pemerintah Daerah, dunia usaha,
dan masyarakat  secara s inergis d a l a m  b e n t u k  penumbuhan i k l i m  c lan
pengembangan u s a h a  terhadap koperas i  sehingga m a m p u  t u m b u h  c l an
berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

12. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dan hal-hal yang
berpotensi menghambat d a n  merugikan per tumbuhan d a n  perkembangan
koperasi.

13. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur  penyelenggara pemerintahan

daerah yang  memimpin pelaksanaan u r u s a n  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan Daerah.

15. Bupati adalah Bupati Donggala.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah clan dewan perwakilan

rakyat daerah da lam penyelenggaraan u m s a n  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah.

Pasnl 2
Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati

ini untuk:
a_ menjad i  pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;



b. mengoptimalkan d a n  mendorong pembentukan Koperasi u n t u k  pemerataan
ekonomi; dan

c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. kewenangan Pemerintah Daerah;
b. Pemberdayaan Koperasi;
C. s a t u a n  tugas;
d. Pelindungan Koperasi;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f. pembinaan dan pengawasan; clan
g. pendanaan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal
Dalam pelaksanaan kemudahan,  Pelindungan, d a n  Pemberdayaan Koperasi,
Pemerintah Daerah berwenang:
a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan d i  b idang koperasi d a l a m  h a l  pelaksanaan tekn is
pembentukan dan pengelolaan Koperasi;

b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang koperasi un tuk  berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam
pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;

c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam
pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan
Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat
Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan
model pembentukan Koperasi;

d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang
mendukung Koperasi pada dokutmen perencanaan pembangunan Daerah dan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah;

e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai
dengan ke ten tuan  pera tu ran  perundang-undangan, t e r m a s u k  pember ian
bantuan pembuatan akta notaris; dan



f. me lakukan  sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan
dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan,
pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III
PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Pembentukan Koperasi

Paragraf 1
Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5
(1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi

melakukan tahapan persiapan pembentukan koperasi.
(2) Tahapan persiapan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:
a. sosialiasi program pembentukan koperasi;
b. pendampingan pembentukan koperasi; dan
c. pendataan dan penilaian kinerja koperasi.

(2) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi
melakukan sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hu ru f  a kepada Pemerintah desa dan Kelurahan sesuai dengan
jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koperasi.

(3) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi
memberilcan pendampingan dalam pendirian koperasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf  a kepada pemerintah desa dan kelurahan.

(4) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi
melakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi sebagsimana dimaksud
pada ayat (2) huruf  c untuk mendaptkan informasi koperasi yang telah dibentuk
oleh Pemerintah desa dan kelurahan clan hash l kinerja koperasi.

(5) Dalam h a l  bas i l  peni laian k iner ja  sebagaimana dimaksud p a d a  a y a t  (2)
dinyatcakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi
sebagai bagian dan i program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.

(6) Dalam h a l  bas i l  peni laian k iner ja  sebagaimana dimaksud p a d a  aya t  (2)
dinyatakan kurang ak t i f  atau lemah, koperasi dapat  masuk dalam skema

revitalisasi.



Paragraf 2
Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6
(1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus

atau musyawarah kelurahan khusus u n t u k  pembentukan Koperasi dengan
memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, clan
lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.

(2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
a. pendir ian Koperasi baru;
b. pengembangan k o p e r a s i  y a n g  s u d a h  a d a ,  d i l a k s a n a k a n  p a d a

Desa/Kelurahan yang telah memiliki koperasi akt i f  dengan kinerja minimal
cukup baik guna meningkatkan kapasitas clan capaian cakupan usaha; dan

c. revitalisasi koperasi, di laksanakan pada  koperasi Desa/Kelurahan yang
sudah ada namun lcinerjanya t idak akt i f i lemah yang di lakukan melalui
restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3
Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi

Pasal 7
(1) Setiap desa/ke lu rahan  y a n g  t e l a h  d i ta rge tkan  m e m b e n t u k  Koperas i ,

menyelenggarakan musyawarah desa k h u s u s  a t a u  musyawarah kelurahan
khusus untuk pembentukan Koperasi.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan u m s a n  pemerintahan d i  b idang
pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan umsan pemerintahan d i  bidang koperasi memfasilitasi clan
mendompingi Pemerintah Desa/Kelurahan clan Badan Pemusyawaratan Desa
atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain
bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk
menyelenggarakan musyawarah desa khusus  a t a u  musyawarah kelurahan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
a. pembentukan koperasi;
b. anggaran dasar awal, paling sedilit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan

usaha, modal dasar, keanggotaan awal; clan
c. pemi l ihan calon pengurus dan pengawas koperasi.

(3)



(4) Hasi l  musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus un tuk
sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (3)  menjacl i  acuan  pelaksanaan r a p a t
pendirian Koperasi.

Paragraf 4
Penamaan, Pengurus dan Pengawas,

serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi

Pasnl 8
(1) Penamaan Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:

a. d iawal i  dengan kata "Koperasr;
b. cl i lanjutkan dengan frasa "Des n Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih";

dan
c. d i akh i r i  dengan nama desa/kelurahan setempat.

(2) Dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan, maka ditambahkan nama
kecamatan/kabupaten.

Paso] 9
(1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang barn berdiri dipilih dan i pendiri Koperasi

yang dihasi lkan dan  i r a p a t  musyawarah desa  k h u s u s  a t a u  musyawarah
kelurahan khusus.

(2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan d a n  revitol isasi koperasi,
ditentukan berdasarkan hasi l  rapat anggota dengan melibatkan musyawarah
desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus.
Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepsla Desa atau Lurah sebagai ex-officio.
Pengurus clan pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah
dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)
(4)

Pasal 10
(1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:

a. gera i  penyediaan sembako;
b. gera i  penyediaan obat murah;
c. penyediaan kantor koperasi;
d. u n i t  simpan pinjam koperasi;
e. gera i  klinik desa;
f. penyediaan cold storage/cold chain atau gudang;
g. logist ik/distr ibusi;  dan/atau
h. l a i n -lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan

masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2) Koperasi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait sesuai jenis usaha

Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f  e yang d i  a t u r  dalam



perjanjian ke r j a  sama dengan berpedoman p a d a  AD/ART c lan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal
10 d i laksanakan s e s u a i  d e n g a n  n o r m a ,  s t a n d a r,  p rosedur,  c l a n  k r i t e r i a
pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah pusat.

Bagian Kedua
Prinsip, Aspek Kebijakan,

Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 12
Koperasi melaksanakan prir''sip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan
usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Aspek Kebijakan

Pasal 13
(1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi  Pemerintah Daerah  menetapkan

kebijakan pada aspek paling sedikit:
a. kelembagaan;
b. produksi ;
C. pemasaran;
d. keuangan; clan
e. inovas i  dan telmologi.

(2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
a. kua l i tas  partisipasi anggota;
b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, clan

pengelola;
c. kemampuan manajerial clan tata kelola Koperasi; clan
d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperas w i r a  Koperasi

melalui inkubasi.
Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana climaksud pada ayat (1) h u m f  b
paling sedikit ditujukan untuk:
a. meningkatkan t e k n i k  p r o d u k s i  d a n  pengolahan s e r t a  kemampuan

manajemen bagi Koperasi;

(3)



(5)

b. memberikan kemudahan dalam pengadaan ssrana dan prasarana, produksi
dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;

c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan;
dan

d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk
anggota Koperasi.

(4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  c
paling sedikit ditujukan untuk:
a. menumbuhkan loyal i tas anggota Koperasi da lam pemanfaatan layanan

Koperasi;
b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha

dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat
bukan anggota;

c. pengembangan jar ingan u s a h a  Koperasi d a n  k e r j a  sama  y a n g  sa l ing
menguntungkan antar-Koperasi clan a n t r a  Koperasi dengan pihak lain;

d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga
mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan

e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai
waralaba.

Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f  d
paling sedikit ditujukan untuk:
a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal

yang berasal dan:
1. h ibah ;
2. penyetsraan simpanan anggota; dan/atau
3. sumber  la in  yang sah dan  t idak  mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan pemndang-undangan.
b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah,

bunga atau imbal jasa, clan tenggat waktu tertentu yang berasal dan:
1. anggota;
2. non-anggota;
3. Koperasi lain;
4. b a n k  dan industri keuangan nonbank; dan/atau
5. sumber  la in  yang sah dan  t idak  mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
c. Kebi jakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf  e paling sedikit ditujukan untuk:
1. meningkatkan kemampuan r iset  dan  pengembangan usaha Koperasi,

keinovasian, dan transformasi digitn1;
2. mendorong p e n i n g k a t a n  k e m a m p u a n  i n o v a s i  K o p e r a s i  u n t u k

meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;



3. mendorong pemanfaatan telcnologi irtformasi d a n  komunikasi  da lam
kegiatan operasional usaha clan layanan koperasi, serta dalam bidang
desain dan pengendalian mu-tu;

4. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanart data clan informasi digital
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. mendorong peningkatan kerja sama dan alih telmologi;
6. memberikan insenti f  kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi

ramah lingkungan; dan
7. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

a. Ketua : Bupati;
b. Walcil Ketua : Sekretaris Daerah;
c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan umsan

pemerintahan di bidang koperasi; clan
d. Anggota : Kepala Perangkat Daerah  t e r k a i t  sesua i  kebu tuhan

daerah.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 14
(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Passl 12 meliputi:

a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
b. perizinan berusaha berbasis risiko.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Passi 15
(1) Dalam hal  percepatan pembentukan dart penyelenggaraan Koperasi, dibentuk

satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:

(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas a n t r a  lain:
a. mendorong peningkatan koordinasi  dengan ins tans i  ver t ika l  dan /a tau

pemerintah daerah provinsi;
b. memetakan po tens i  Desa/Kelurahan u n t u k  percepatan pembentukan

Koperasi Desa/Kelurahan; clan
c. melakukan pendompingan kepada Koperasi dan i aspek kelembagaan, usaha

clan penguatan sumber  daya manusia t m t u k  mendukung keberhasilan
program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.

Satuan t u g a s  sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  (1 )  d i te tapkan dengan

keputusan Bupati.
(3)



BAB V
PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 16
(1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

a. menetapkan b idang  kegiatan ekonomi  y a n g  h a n y a  bo leh  diusahakan
Koperasi; clan

b. menetapkan bidang clan sektor usaha di  suatu wilayah yang telah berhasil
diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

(2) Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah dapat melalcukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi
darurat tertentu melalui:
a. restrukturisasi kredit;
b. rekonstruksi usaha;
c. ban tuan  modal; dan/atau
d. bantuan bentuk lain.
Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  dilakukan
dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia  usaha, dan/atau
masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

(3)

Pasnl 17
(1) Program kemudahan, Pemberdayaan dan  Pelindungan Koperasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 clan Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah secara terpadu sesuai kewenangarmya.

(2) Perangkat Daerah y a n g  menyelenggarakan u rusan  pemerintahan dib idang
koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang pemberdayaan masyarakat desa menyusun rencana tahunan.
Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangarmya menyediakan alokasi
anggaran p rog ram kemudahan,  Pel indungan, d a n  Pemberdayaan u s a h a
Koperasi.

(3)

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pascal 18
(1) Perangkat Daerah yang  menyelenggarakan u rusan  pemerintahan dib idang

koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang pemberdayaan masyarakat desa melakukan pemantauan clan evaluasi
secara bericala terhadap penyelenggaraan Koperasi setinp 6 (enam) bulan sekali.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
a. j u m l a h  Koperasi yang telah terbentuk;
b. t i ngka t  partisipasi anggota;



c. vo lume usaha Koperasi;
d. manfaat  ekonomi bagi anggota; dan
e. kenda la  yang dihadapi.

(3) Bupat i  melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Gubemur.

(4) Pernerintah Daerah  melaporkan h a s i l  pelaksanaan program kemudahan,
Pelindungan, dan  Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana
alokasi lchusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pass] 19
(1) Bupat i  melaksanakan pembinaan c lan  pengawasan terhadap pelaksanaan

pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.
(2) Un tuk  pengruatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh

instansi yang berwenang di Daerah.
(3) Perangkat Daerah y a n g  menyelenggarakan u rusan  pemerintahan dibidang

koperasi ber tanggung j a w a b  m e m o n i t o r  perkembangan Kope ras i  c l a n
memberikan pembinaan berkelanjutan.

(4) Bupat i  mendorong pelaksanaan melcanisme pengawasan parldsipatif akt i f  oleh
anggota Koperasi untuk mengawasi kinelja pengurus Koperasi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 20
Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan clan Pelindungan Koperasi dapat bersumber
dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; clan
b. sumber  l a i n  y a n g  s a h  d a n  t i d a k  mengikat  sesuai  ketentuan peraturan

pemndang-undangan.



BAB DC
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tariggal 26 September 2025

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

Muhammad Risdham
Draft



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Bupat i  ini  mulai  berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan pengrundangan Peraturan Bupat i

ini  dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 September 2025

BUPATI DONGGALA,

t td

VERA ELENA LARUNI

Diundarigkan di Donggala
pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABLIPATEN DONGGALA,

RUSTA I  FEND

BERITA LAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR 899



BAB DC
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 September 2025

BUPATI DONGGALA,

ttd

VERA ELENA LARUNI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025 NOMOR 899

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ADHI, SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003

Muhammad Risdham
Draft


